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MOTTO 
 َنيِمِلْسُمْلا َنِم َنوُكَأ ْنَأ ُتْرُِمأَو  ِهاللا ىَلَع الَِّإ َيِرْجَأ ْنِإ   رْجَأ ْنِم ْمُكُتْلَأَس اَمَف  ْمُتْيالَو َت ْنِإَف 
”Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah sedikitpun dari 
padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya 
aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya).” 
(Q.S. Yunus Ayat 72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vii 
 
PERSEMBAHAN 
Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah 
memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN 
Surakarta.atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini 
dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan 
kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang 
tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk : 
1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Suwanto dan ibu Sri Wahyuni yang selalu 
memberikan semangat serta doa supaya lekas selesai mengerjakan skripsi. 
2. Kakakku tersayang, Dhuriattun Wasi‟ah yang selalu memberi motivasi untuk 
menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan. 
3. Syarifashop toko online yang telah menemani dan menjadi penyemangat 
kuliah ku.  
4. Keluarga Hukum Ekonomi Islam tahun 2015, yang sudah menjadi keluarga 
dan menemani setiap perjalanan mencari ilmu. Terutama pada sahabat-
sahabat ku bento. 
5. Dosen-Dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester 
pertama hingga sekarang. 
6. Bapak Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum yang selalu memberi masukan dan 
saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik. 
7. Almamater ku IAIN Surakarta. 
 
 
 
 
viii 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
 
 
ix 
 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
 
 
x 
 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ِ Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
    
 
 
xi 
 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. ييز Rama> 
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4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinyaadalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لأا ةضوزلافط  Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اُّتز Rabbana 
2. لّصَ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. ٌورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤُنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
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permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دًحي اي و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 ٍيًناعنا بز للهدًحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ٍيقشاسناسيخ ىهن الله ٌإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 ٌاصيًناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Syarifatul Fajriyah, NIM: 152.111.141, “Pembulatan Timbangan Pada Jasa 
Pengiriman Barang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di 
PT.Suryagita Nusaraya Cabang Klaten)”. 
 Penelitian ini membahas mengenai pembulatan timbangan yang dilakukan 
di PT.Suryagita Nusaraya cabang klaten. Pembulatan tersebut dilakukan dengan 2 
sistem, yaitu system progresif dan system volumetric. pada pembulatan tersebut 
dilakukan pada saat penimbangan barang dengan perhitungan berat minimum 
barang per-10kg. hal ini berbeda dengan jasa pengiriman barang yang lainnya 
seperti: JNE, J&T, TIKI, POS, dll yang perhitungannya per-1 kg. Penelitian ini 
mengkaji sesuai atau tidaknya pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di 
PT.Suryagita Nusaraya cabang klaten jika ditinjau dari Fiqh Muamalah dan 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
 Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan  penelitian lapangan 
(field research), yaitu dengan data primer yang diperoleh dari observasi secara 
langsung dan wawancara kepada supervisor, karyawan SN Cargo, dan beberapa 
konsumennya. Serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang 
berhubungan dengan objek penelitian, jurnal dan skripsi. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Dalam transaksi nya jika 
ditinjau dari fiqh muamalah termasuk akad ijarah yang berupa tenaga seseorang. 
Dan pada penelitian ini sudah sesuai rukun dan syarat ijarah. Namun pada 
transaksinya mengandung gharar karena tidak transparan dalam memberikan 
informasi berat barang. Dan dari hukum positif penelitian ini belum sepenuhnya 
sesuai dengan teori perlindungan konsumen, karena tidak tercapainya salah satu 
hak konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 
 
 
Kata kunci: Pembulatan timbangan, Cargo, Fiqh Muamalah. 
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ABSTRACT 
 
Syarifatul Fajriyah, NIM: 152,111,141, " Rounding Scales in Freight Services 
Judging From Muamalah Fiqh (Case Study in PT.Suryagita Nusaraya  
Klaten) ". 
 This study discusses the rounding of the scales conducted at PT. 
Suryagita Nusaraya, the Klaten branch. The rounding is done by 2 systems, 
namely progressive system and volumetric system. the rounding is carried out 
when weighing the goods with the calculation of the minimum weight of goods 
per-10kg. this is different from other freight forwarding services such as: JNE, 
J&T, TIKI, POS, etc. where the calculation is per 1 kg. This study examines 
whether or not rounding the scale of freight forwarding services at PT. Suryagita 
Nusaraya is a branch of Klaten if viewed from the Muqalah Fiqh and the 
Consumer Protection Act. 
 This research includes qualitative research with field research, namely 
with primary data obtained from direct observation and interviews to supervisors, 
employee SN Cargo, and some of its customers. As well as secondary data 
obtained from books relating to research objects, journals and theses. 
 The results of this study conclude that: In his transaction contrary to 
muamalah fiqh because it contains usury because the SN Cargo Klaten does not 
tell the real weight of the goods to be sent, but directly calculated by rounding it. 
And contains gharar because in practice rounding is considered to reduce the dose 
/ scales. 
 
 
Keywords: Rounding scales, Cargo, Fiqh Muamalah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sebagai subjek hukum setiap manusia di bumi ini pastilah saling 
memerlukan satu sama lainnya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan 
setiap harinya yang semakin bertambah, baik itu yang bersifat primer atau 
yang bersifat sekunder, dan biasanya manusia membutuhkannya dengan 
cepat guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jasa pengiriman sangat 
membantu mengirimkan benda kepada seseorang yang jaraknya jauh 
dengan memiliki andil dalam sampainya benda yang dikirim kepada yang 
dituju.
1
 
Bertransaksi sudah ada aturan yang tercantum dalam ajaran Islam 
yaitu Al-Qur’an, Al-Hadis, dan Ijma’ para Ulama. Dengan adanya 
perkembangan kemajuan jaman yang ditandai dengan majunya ilmu 
pengetahuan dan teknologi membawa manusia pada perubahan secara 
signifikan. Tindak tanduk manusia muslim dalam persoalan-persoalan 
dunia salah satunya dalam hal berinteraksi tidak terlepas dari upaya 
pengabdian kepada Allah dan selalu tindakannya itu harus mengandung 
nilai-nilai ketuhanan dan diatur di dalam fiqh muamalah. 
                                                             
1
 Junita Simamora, “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman  
Barang,” Jurnal Hukum Unnes, (Semarang)  Vol. 2 Nomor 2, 2013, hlm. 124. 
2 
 
 
 
Istilah dari Fiqh Muamalah terangkai dari dua kata, yakni Fiqh dan 
Muamalat. Fiqh artinya pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu, 
sedangkan Muamalah  menurut etimologi adalah saling bertinndak, saling 
berbuat, dan saling mengamalkan. Jadi yang dimaksud Fiqh Muamalah 
dalam arti sempit yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang 
mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya 
memperoleh dan mengembangkan harta mereka.
2
Jadi fiqh muamalah 
secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan 
dengan persoalan keduniaan, misalnya saja dalam jual beli, utang piutang, 
kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan 
sewa-menyewa.
3
 
Pada transaksi apapun pastilah semua menggunakan akad/perikatan, 
supaya dalam transaksi tersebut lebih jelas dan memperoleh kesepakatan 
antara kedua belah pihak. Tidak lain halnya dalam jasa pengiriman barang 
tersebut juga menggunakan akad, yaitu akad ijarah. Bahwa dalam hal akad 
ijarah terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang 
membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian 
yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan 
yaitu berupa kerja dan ujrah atau upah.
4
 
                                                             
2
  Zainil Gulam, “Relasi Fiqh Muamalat dengan Ekonomi Islam,” Jurnal Ekonomi Islam, 
(Lumajang) Vol. 8 Nomor 3, 2016, hlm. 134. 
3
  Waluyo, Fiqih Muamalat, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara cet I, 2014), hlm. 3. 
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Pada pemenuhan kebutuhan masyarakat pada era modern ini banyak 
berdiri perusahaan-perusahaan yang bergerak sebagai jasa pengiriman 
barang, yaitu berbagai macam ekspedisi maupun Cargo. Perusahaan jasa 
pengiriman satu dengan yang lainnya saling bersaing untuk memberikan 
pelayanan terbaik kepada pelanggan. Layanan yang ditawarkan 
perusahaan bervariasi. Ada yang menawarkan tujuan pengiriman ke luar 
kota, luar provinsi bahkan luar negeri pun.
5
 
Pada dasarnya setiap perusahaan jasa pengiriman memiliki penetapan 
harga/tarif tersendiri. Biasanya dalam menentukan tarif pengiriman 
barang, perusahaan melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan 
pengiriman barang yang ditempuh, besar/volumenya barang dan beratnya 
barang yang akan dikirim dan pemberian tarif tersebut merupakan upah 
yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman 
barang sebagai imbalan atas pengiriman barang. Beratnya barang sendiri 
dihitung dengan cara ditimbang. Dalam hal tersebut islam telah mengatur 
mengenai timbangan : 
 ُهُر  ْ ي َغ ٍو  َل ِإ ْن ِم ْم ُك َل ا َم َوَّللا او ُد ُب ْع ا ِمْو  َق ا َي َلا َق   ۗ  ا ًب ْي َع ُش ْم ُىا َخ َأ َن َي ْد َم   َل ِإَو
 او ُس َخ ْب  َت َلََو َناَزي ِم ْل اَو َل ْي َك ْل ا او ُفْو َأ َف    ۗ  ْم ُكِّبَر ْن ِم ٌة َن ِّ ي  َ ب ْم ُك ْت َءا َج ْد َق   ۗ
 ْم ُك َل ٌر  ْي َخ ْم ُك ِل  َذ   ۗ  ا َه ِح َلَ ْص ِإ َد ْع  َ ب ِضْرَْلْا ِفِ او ُد ِس ْف  ُت َلََو ْم ُى َءا َي ْش َأ َساَّنلا
 َي ِن ِمْؤ ُم ْم ُت ْن ُك ْن ِإ 
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Artinya : “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan 
saudara mereka, Syu‟aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, 
sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah 
datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah 
takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia 
barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat 
kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian 
itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”. 
(QS. Al-A’raf Ayat 85). 6 
 
Pada penetapan harga atau tarif sendiri di dalam Undang-Undang 
belum ada yang mengatur tentang penetapan harga jasa pengiriman barang 
secara detail. Tidak lain halnya pada jasa pengiriman barang di 
PT.Suryagita Nusaraya atau sering disebut dengan SN Cargo juga 
berkaitan dengan persoalan timbangan. 
Penetapan harga yang ditetapkan oleh PT.Suryagita Nusaraya (SN 
Cargo) sendiri berbeda dengan jasa pengiriman yang lainnya, seperti pada 
Tiki, JNE, Pos, dll yang menetapkan berat minimum per-1 kg pada 
perhitungan tarif. Sedangkan pada SN Cargo menetapkan berat minimum 
per-10 kg. cara perhitungan tarif di SN Cargo ternyata tidak pada berat 
minimum saja. Perhitungan dengan berat minimum ditetapkan jika berat 
barang lebih besar dari volume atau ukuran barang kecil namun jika berat 
barang ringan namun volume barang besar maka yang akan dihitung 
volume barang dikalikan dengan harga per kg nya. Maka dari sini timbul 
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masalah, bagaimana jika konsumen mengirim barang yang beratnya 
dibawah berat minimum tersebut?. Maka Permasalahan inilah yang akan 
dikaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pembulatan 
Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang Ditinjau dari Fiqh Muamalah 
(Studi Kasus di SN Cargo)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 
akan dibahas adalah : 
1. Bagaimana mekanisme pembulatan timbangan pada jasa pengiriman 
di SN Cargo Klaten? 
2. Apakah pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di SN 
Cargo Klaten sesuai dengan Fiqh muamalah dan Undang-Undang 
perlindungan Konsumen? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembulatan timbangan pada jasa 
pengiriman di SN Cargo Cabang Klaten. 
2. Untuk mendeskripsikan sesuai atau tidak nya pembulatan timbangan 
pada jasa pengiriman di SN Cargo Cabang Klaten jika ditinjau dari 
Fiqh muamalah. 
D. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian ini akan memperoleh manfaat: 
1. Manfaat Teoritis 
6 
 
 
 
Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam bidang fiqh muamalah yang berkaitan 
dengan Ijarah. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan 
sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis  
Dapat memberikan gambaran informasi dan sumbangan pemikiran 
kepada masyarakat mengenai praktik pembulatan timbangan pada jasa 
pengiriman di SN Cargo Klaten. Dan sebagai acuan bagi pelaku usaha 
agar menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. 
E. Kerangka Teori 
Dalam pembahasan tema ini, penulis akan mengemukakan pokok teori 
yang berhubungan dengan bidang yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut : 
1. Ijarah 
Akad/perikatan sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta 
dalam hukum Islam merupakan cara yang banyak digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan 
harus ditegakkan isinya. Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah 
“pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang 
menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Apabila antara ijab 
dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan 
bersesuaian, maka terjadilah akad.
7
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Ijarah berasal dari bahasa arab al-ijarah yang berarti upah, sewa, 
jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan 
muamalah dalam keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, 
kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.
8
 Upah (ujrah) merupakan 
bagian dari ijarah. Dalam konsep ijarah, pemilik yang menyewakan 
manfaat disebut mu’jir (orang yang menyewakan) sedangkan pihak 
lainnya yang memberikan sewa disebut musta’jir (orang yang 
menyewa atau penyewa), dan sesuatu yang diakad untuk diambil 
manfaatnya disebut ma’jur (sewaan) serta jasa yang diberikan sebagai 
imbalan manfaat disebut ajran atau ujrah (upah).
1
 
Hukum asal menurut hukum syara’ Ijarah adalah mubah atau 
boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
syara’ berdasarkan ayat Al-Qur’an, hadis-hadis nabi, dan ketetapan 
ijma ulama. Sebab tujuan disyariatkan al-ijarah itu adalah untuk 
memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup.
10
 
2. Gharar 
Arti dalam bahasa arab gharar adalah al-khathr; pertaruhan, 
majhul al-aqibah; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan 
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sebagai al-mukhatharah; pertaruhan dan al-jahalah; ketidakjelasan.
11
 
Kata gharar berarti penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam 
keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau 
risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan 
penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang karena mengandung 
risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Gharar dilarang dalam 
Islam bukan untuk menjauhi risiko. 
12
 
3. Perlindungan Konsumen 
Untuk menciptakan kegiatan bisnis yang sehat harus ada 
keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum antara 
konsumen dengan produsen atau pelaku usaha. Kondisi konsumen 
yang banyak dirugikan oleh pelaku usaha perlu adanya peningkatan 
upaya untuk melindunginya agar hak-hak konsumen dapat ditegakkan. 
Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan 
perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha 
produsen, karena keberadaan produsen juga merupakan suatu esensial 
dalam perekonomian Negara Maka dari itu dibentuklah aturan 
Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Agar perlindungan konsumen juga diimbangi dengaan ketentuan yang 
memberikan perlindungan terhadap produsen atau pelaku usaha. 
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Perlindungan tersebut merupakan kepastian hokum yang harus 
dilaksanakan oleh pemerintah.
13
 
F. Tinjauan Pustaka  
Skripsi milik Eli Darmi Suwanti Fakultas Syariah UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang dengan judul “Penetapan Tarif di PT. Indah Cargo 
Malang Perspektif  Teori Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah”. Hasilnya bahwa 
berdasarkan teori ujroh al-mitsil Ibnu Taimiyah penetapan tarif di 
PT.Indah Cargo Malang yang menggunakan berat minimum tidak sesuai 
dengan teori tersebut. Penetapan upah tersebut tidak berdasarkan ‘iwadh 
almitsil atau kompensasi terkecuali telah diperjanjikan sebelumnya. Dan 
berdasarkan tsaman al mitsil yakni harga pasar juga tidak sesuai karena 
setelah ada berat minimum maka tarif yang ditetapkan selanjutnya lebih 
rendah dari tarif kg yang dibawah berat minimum. Atau penetapan tarif di 
PT. Indah Cargo Malang, diperbolehkan jika harga atau tarif tersebut 
sudah termasuk biaya kompensasi jika terjadi kerusakan yang diakibatkan 
oleh pihak perusahaan.
14
 
Persamaan dan perbedaan dari skripsi sebelumnya adalah sama-sama 
studi kasus pada jasa pengiriman barang yang berupa Cargo, namun 
berbeda tempat nya. Dan pada skripsi sebelumnya menggunakan teori 
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Ujroh, sedangkan pada penelitian sekarang ini lebih terfokus pada 
perspektif Fiqh Muamalah. 
Skripsi milik Yeni Kartika Fakultas Syariah UIN Raden Fatah 
Palembang dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme 
Pengupahan Pengiriman Paket Barang di Pt. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir 
(JNE) Cabang Palembang”. Hasilnya bahwa pada penimbangan yang 
terjadi di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang 
memberlakukan pembulatan kebawah dan keatas yang diberlakukan 
kepada konsumen. Didalam transaksi yang dilakukan antara pihak JNE 
dengan konsumen adalah sah dan telah memenuhi rukun dan syarat dari 
ijarah.
15
 
Persamaan dari skripsi sebelumnya adalah sama-sama menggunakan 
tinjauan fiqh muamalah dan kedua nya merupakan jasa pengiriman barang. 
Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada kriteria pembulatan. 
Skripsi milik Rinda Alsifa Constantia Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik 
Pembulatan Nominal Harga dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak 
(BBM) (Studi Kasus SPBU Tangen Sragen)”. Hasilnya dalam praktik 
pembulatan nominal harga dalam pembelian BBM di SPBU Tragen yang 
dilakukan karena terbatasnya uang receh dengan jumlah tertentu dan 
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pembeli tidak mempermasalahkna akan uang sisa yang dilakukan oleh 
karyawan SPBU melalui pembulatan harga dan pembeli menganggap hal 
ini sudah menjadi hal yang wajar dan hal  yang biasa dalam pembelian 
BBM di SPBU karena pembeli juga menyadari bahwasanya langkanya 
peredaran mata uang receh dibawah Rp. 200.
16
 
Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas 
mengenai praktik pembulatan. Namun perbedaannya disini yaitu 
pembulatan harga dengan pembulatan timbangan dan objek yang 
ditinjaupun berbeda juga, yaitu BBM dengan SN Cargo. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah field 
research (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung 
dilapangan dengan melakukan wawancara ataupun observasi.
17
 
Penelitian lapangan dengan metode wawancara yang dilakukan secara 
langsung kepada supervisor SN Cargo Klaten dan beberapa konsumen 
SN Cargo Klaten. Wawancara ini digunakan untuk mencari data primer 
yang ada di SN Cargo  Klaten mengenai praktik pembulatan timbangan 
pada jasa pengiriman barang menurut fiqh muamalah di SN Cargo 
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klaten. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, 
yaitu metode penafsiran, yaitu dengan membandingkan. Studi 
komparatif ini untuk membandingkan ketentuan yang diatur didalam 
Fiqh Muamalah dengan praktik di lapangan. 
2. Sumber data 
Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
a) Data primer 
Sumber data primer yaitu sumber data yang dijadikan 
jawaban terhadap masalah penelitian.  Data primer merupakan 
sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak 
pertama.
18
 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil 
observasi dan wawancara di SN Cargo Klaten. 
b) Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 
dalam bentuk yang sudah jadi, sebab dikumpulkan dan diolah 
oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk dokumen dan 
publikasi.
19
 Selain itu juga sumber data sekunder juga dapat 
berkaitan dengan pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan 
hasil penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 
adalah dari beberapa referensi berupa buku-buku yang berkaitan 
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dengan judul, serta dokumen-dokumen tentang hasil penelitian 
terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini berada di agen SN Cargo klaten yang tepatnya 
berada di Jl. Jogja-Solo No.12 km.05, Cantelan Belang Wetan, Klaten. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam hal penelitian, metode / teknik pengumpulan data 
merupakan jembatan yang menghubungkan antara masalah penelitian, 
kerangka teoritis, maupun hipotesis dengan realitas.
20
 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis untuk 
keperluan penelitian ini adalah: 
a. Wawancara 
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi 
verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh 
informasi.
21
 Teknik wawancara dilakukan jika penelitian 
memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden, yaitu 
supervisor dan konsumen di SN Cargo Klaten. Wawancara 
dilakukan dengan lisan. Teknik wawancara dapat dilakukan 
dengan melalui tatap muka. 
b. Observasi 
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Observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala / peristiwa 
dengan bantuan alat/ instrument untuk merekam / mencatatnya 
guna tujuan ilmiah atau tuhuan lainnya.
22
  Teknik observasi 
dilakukan dengan datang langsung ke SN Cargo Klaten. 
c. Dokumentasi 
Adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, 
seperti artikel, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan 
masalah penelitian ini. Dokumen yang digunakan yaitu berupa 
buku-buku yang berkaitan dengan teori yang digunakan pada 
penelitian ini.  
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 
dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan 
temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
23
 
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode 
diskriptif-analisis kualitatif yaitu menguraikan dan menilai data hasil 
penelitian yang berkaitan dengan praktik pembulatan timbangan yang 
menyebabkan tarif menjadi berlipat, kemudian di analisis berdasarkan 
Fiqh Muamalah. setelah analisis data selesai maka hasilnya akan 
disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan 
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penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut 
kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berupa praktik 
pembulatan timbangan yang di lakukan oleh PT.Suryagita Nusaraya 
cabang Klaten. Dan pola piker yang digunakan adalah induktif, yaitu 
suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian 
dikembangkan menjadi hipotesis.
24
  
 
H. Sistematika Penelitian 
Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran tulisan, maka 
penulis membuat sistematika. Sistematika penelitian saling berkaitan antara 
bab satu dengan bab lainnya. Sedangkan gambaran umumnya adalah 
sebagai berikut: 
Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penlitian, manfaat penelitian, kerangka 
teori tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab dua berisi tentang Teori Fiqh Muamalah, Teori Gharar dan Teori 
perlindungan konsumen. 
Bab tiga berisi tentang gambaran umum Jasa pengiriman barang SN 
Cargo. Yaitu berupa latar belakang, sejarah, struktur organisasi, visi dan 
misi serta produk yang ditawarkan pada SN Cargo. 
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Bab empat berisi tentang analisis praktik pembulatan timbangan pada 
jasa pengiriman barang di SN Cargo jika ditinjau dari fiqh muamalah. 
Bab lima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil 
penelitian atau jawaban dari pokok masalah yang dibahas dan saran-saran 
yang diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam masalah fiqh 
muamalah. 
 
 
 
 
 
 
17 
 
BAB II 
TEORI FIQH MUAMALAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 
A. Fiqh Muamalah 
1. Pengertian Fiqh Muamalah 
 Fikih muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fiqih dan muamalah. 
Fiqih menurut etimologi (bahasa) adalah (ىهفنا) paham. Menurut 
terminology, Fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang 
mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun 
ibadah. Sedangkan Muamalah secara etimologi sama dan semakna 
dengan al-mufa‟alah (ةهع فًنا) yaitu saling berbuat. Kata ini, 
menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan 
seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-
masing.
1
 Pengertian Fiqh muamalah secara terminologi dapat dibagi 
menjadi dua,yakni : 
a. Fiqh muamalah dalam arti luas , yaitu aturan-aturan (hukum) Allah 
SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam 
urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan 
duniawi dan social kemasyarakatan. Maksud nya bahwa manusia 
kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang 
telah ditetapkan Allah SWT. Sekalipun dalam perkara yang bersifat 
                                                             
1
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3. 
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duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai 
pertanggungjawabannya kelak di akhirat. 
b. Fiqh muamalah dalam arti sempit, yaitu lebih menekankan 
keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan 
untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara 
memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta 
benda).
2
 
2. Pembagian Fiqh Muamalah 
Menurut Ibn Abidin yang dikutip oleh Hendi Suhendi, fiqh 
muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu: 
a. Mu‟awadhah Maliyah (Hukum Kebendaan) 
b. Munakahat (Hukum Perkawinan) 
c. Mukhashamat (Hukum Acara) 
d. Amanat dan Ariyah (Pinjaman) 
e. Tirkah (Harta peninggalan).3 
Pendapat al-Fikri yang juga dikutip oleh Hendi Suhendi 
menyatakan bahwa muamalah dibagi dua bagian, sebagai berikut: 
1. Al- Muamalah al-Madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji 
objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa 
muamalah al-madiyah ialah muamalah bersifat kebendaan 
                                                             
2
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.15-16. 
3
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah…, hlm.4. 
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karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, 
dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang 
memudaratkan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi 
manusia, serta segi-segi yang lainnya. Ruang lingkup nya 
mengenai masalah jual beli (al-ba‟i), gadai (al-rahn), sewa-
menyewa (ijarah), pemindahan utang (al-hiwalah), jatuh 
bangkrut (taflis), batasan bertindak (al-hajru), perseroan atau 
perkongsian (al-syirkah), perseroan harta dan tenaga (al-
mudharabah), dll. 
2. Al- Muamalah al- Adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau 
dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari 
pancaindra manusia, misalnya jujur, hasud, dengki, dan 
dendam. Ruang lingkup nya ialah ijab Kabul, saling meridai, 
tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan 
kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, penimbunan, dll.
4
 
B. Ijarah  
1. Pengertian Al-Ijarah 
Al-ijarah berasal dari kata al Ajru yang berarti Al „Iwadhu atau 
berarti ganti. Menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan, 
sedangkan menurut Syara‟ ialah memiliki suatu manfaat (Jasa) dengan 
imbalan (pembayaran) berdasarkan persyaratan. Menurut etimologi, 
                                                             
4 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi, ter. Nadirsyah 
Hawari (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 16. 
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upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.
5
 Kata al-
ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti al-Iwadh / penggantian, 
dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-
Ajru / upah. Adapun secara terminology, para ulama fiqh berbeda 
pendapatnya, antara lain: 
a. Menurut Sayyid Sabiq, Al-Ijarah adalah suatu jenis akad atau 
transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi 
pengganti. 
b. Menurut ulama Syafi‟iyah. Al-Ijarah adalah suatu jenis akad atau 
transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat 
mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan 
tertentu. 
c. Menurut Amir Syarifuddin, Al-Ijarah secara sederhana dapat 
diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan 
imbalan tertentu.
6
 
Ijarah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Ijarah bi al-
quwwah yaitu apabila yang disewakan berupa jasa atau tenaga 
manusia, dan Ijarah bi al-manfa‟ah yaitu apabila yang disewakan itu 
                                                             
5
 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2016), hlm. 101. 
6
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.277. 
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berupa barang. Namun, kedua ijarah tersebut memiliki prinsip-prinsip 
yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.
7
 
2. Landasan Syara‟ 
Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam 
islam. Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan 
Ibn Kaisan beralasan bahwa ijarah adalah jual-beli kemanfaatan, yang 
tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat 
dikategorikan jual-beli. 
Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah 
tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak 
berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (Adat). 
Menurut Jumhur Ulama Hukum asalnya Ijarah adalah Mubah atau 
boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
syara‟ berdasarkan ayat Al-Qur‟an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan 
Ijma‟ Ulama. Seperti :8 
a. Dasar Hukum Al-Qur‟an 
 َتْر َج ْأ َت ْسا ِن َم َر  ْ ي َخ َّن ِإ   ۗ  ُهْر ِج ْأ َت ْسا ِت َب َأ ا َي اَُهُا َد ْح ِإ ْت َلا َق
 ُي ِمَْلْا ُّيِو َق ْل ا 
 
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 
karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
                                                             
7
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015), 
hlm. 88. 
8
 Ibid,. 
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untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya". (QS.al-Qashas: 26).9 
 
b. Dasar Hukum As-Sunnah 
 Disyariatkan agar menyegerakan upah kepada pekerja 
sesuai dengan hadis nabi Muhammad SAW yaitu dari Ibnu „Umar 
Radhiyallahu „anhum, ia berkata, “Rasulullah Shalallahu „alaihi wa 
sallam bersabda: 
 
 
 
Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum 
keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).10 
Dua hadis di atas menjelaskan tentang memberikan upah 
kepada pekerja atau buruh, yaitu hendaknya memberikan upah 
kepadanya sebelum keringatnya mengering atau dengan kata lain, 
harus segera membayar upahnya bila kerjanya telah selesai dan 
hendaknya memberitahukan kepadanya upah yang akan 
diterimanya ketika ia masih dalam kerjanya. Segera membayar 
upah pekerja hukumnya wajib berdasarkan hadis di atas, dan 
manangguh-nangguhkan hukumnya tidak boleh. Demikian pula 
                                                             
9
 Departemen Agama, Syaamil Quran Bukhara Al Qur‟an Tajwid dan Terjemahan, 
(Jakarta: Lajnah Pentashihsn Mushaf Al-Qur‟an, 2007). 
10
 Muhammad ibn Yazid Abu „Abd Allah al-Qazwiniyy, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-
Fikr, t.th), juz. 2, hal. 817. 
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memberitahukan upah yang akan diterimanya, wajib pula 
hukumnya. 
c. Dasar Hukum Landasan Ijma‟ 
Para ulama sepakat bahwa ijarah dibolehkan dan tidak ada 
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (Ijma‟) ini. 
Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda 
pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap sebagai dilarangnya 
ijarah, jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah yang 
tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk 
melakukan kegiatan ijarah.
11
 
Maka berdasarkan nash Al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijma‟ diatas 
dapat ditegaskan bahwa hukum Ijarah adalah boleh dilakukan 
dalam Islam, dengan prinsip kegiatan tersebut sesuai dengan 
ketentuan syara‟.12 
3. Sifat dan Hukum Ijarah 
a. Sifat Ijarah 
Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad lazim yang 
didasarkan pada firman Allah SWT : yang boleh dibatalkan. 
Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada 
pemenuhan akad. 
                                                             
11
 Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi‟I Antonio, Apa Dan Bagaimana Bank 
Islam, (Sseri Ekonomi Islam No.1), hlm. 29. 
12 Ibid,.  
24 
 
 
 
Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah 
akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya 
sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. 
Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur‟an 
diatas. 
Berdasarkan dua pandangan diatas, menurut ulama Hanafiyah 
ijarah batal dengan meninggalnya salah seorang yang kad dan tidak 
dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun jumhur ulama, ijarah 
tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.
13
 
b. Hukum ijarah 
Hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi 
penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang 
menyewakan ma‟qud „alaih, sebab ijarah termasuk jual-beli 
pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. 
Adapun hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika 
penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang 
menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari 
kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi 
pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak 
memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus 
diberikan semestinya. 
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 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 130 
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Jafar dan ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa ijarah fasid 
sama dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan 
nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.
14
 
4. Rukun dan Syarat-syarat al-Ijarah 
a. Rukun al-Ijarah 
Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan 
qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan 
menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:  
1) Dua orang yang berakad. 
2) Sighat (Ijab dan Kabul). 
3) Sewa atau imbalan. 
4) Manfaat.15 
b. Syarat-syarat al-Ijarah 
Syarat ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat 
dalam jual-beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-
nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, syarat lazim;
16
 
1. Syarat terjadinya akad 
Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad 
disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal 
dan dapat membedakan. 
2. Syarat pelaksanaan (an-nafadh) 
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 Ibid.. hlm. 131. 
15
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 279. 
16
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 113-115. 
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Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh „aqid 
atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan 
demikian ijarah al-fudul (ijarah yang dilakukan oleh orang 
yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh 
pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah. 
3. Syarat Sah ijarah 
Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan aqid (orang 
yang beakad) dan ma‟qud alaih (barang yang menjadi objek 
akad), ujrah (upah), dan zat akad (nafs al-„aqad), yaitu: 
a. Adanya keridaan dari kedua pihak yang berakad 
b. Ma‟qud „alaih bermanfaat dengan jelas 
c. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara‟. 
4. Syarat barang sewaan (Ma‟qud Alaih) 
a. Objek ijarah juga termasuk syarat yang perlu 
diperhatikan dalam akad ijarah. Objek yang digunakan 
bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan 
tidak bercacat. 
b. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) 
dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, 
realita dan syara‟. 
5. Syarat Upah (Ujrah) 
1) Upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu 
dan sesuatu yang bernilai harta. 
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2) Beberapa ulama telah menetapkan syarat upah yaitu 
berupa harta tetap yang dapat diketahui dan juga tidak 
boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, 
seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan 
menempati rumah tersebut. 
3) Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa upah/sewa 
itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. 
Adapun Syarat-syarat al-Ijarah yang ditulis Nasrun Haroen sebagai 
berikut : 
a) Menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabalah, dua orang yang 
berakad  disyaratkan telah balig dan berakal. Akan tetapi, ulama 
Hanafiyah Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang 
berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya anak 
yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah, hanya 
pengesahannya perlu persetujuan walinya. 
b) Kedua belah pihak yang berakad menyampaikan kerelaan 
melakukan akad al-Ijarah. 
c) Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui, sehingga 
tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang 
menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. 
d) Objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. 
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e) Yang disewakan itu bukan suatu kewjiban bagi penyewa, 
misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri 
penyewa. 
f) Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti 
rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
16
 
5. Prinsip - Prinsip Pokok Transaksi Ijarah 
Menurut Islam prinsip-prinsip pokok al-ijarah haruslah dipenuhi 
oleh seseorang dalam suatu transaksi al-ijarah yang akan 
dilakukakannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah :
17
 
a. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga 
dibolehkan melakukan transaksi al-ijarah untuk keahlian 
memproduksi barang-barang keperluan sehari- hari yang halal 
seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah 
tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi al-
ijarah untuk keahlian membuat minuman keras, membuat 
narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang 
terkait dengan riba. 
b. Memenuhi syarat sahnya transaksi al-ijarah yakni: 
1) Orang-orang yang mengadakan transaksi ajiir dan musta‟jir 
haruslah sudah mumayyiz yakni sudah mampu 
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 Ibnu Mas‟ud, Fiqih Madzhab Syafi‟I Edisi Lengkap Mu‟amalat, Munakahat, Jinayat, 
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 139. 
17
 Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah,” Jurnal 
Tahkim, (Ambon) Vol.XIV Nomor 1, 2018, hlm. 
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membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan 
transaksi alijarah jika salah satu atau kedua pihak belum 
mumayyiz seperti anak kecil 
2) Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridaan kedua 
pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan. 
3) Transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan 
yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan 
antara kedua pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah 
memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi 
tersebut berhubungan dengan seorang ajîr, maka yang 
dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk 
mengontrak seorang ajîr tadi harus ditentukan bentuk 
kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, 
jenis pekerjaaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. 
Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya fasid 
(rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan 
harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu upah kerjanya 
harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi ijarah ada hal-
hal yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut:  
a) Bentuk dan jenis pekerjaan (nau al-amal) 
b) Masa kerja(muddah al-amal) 
c) Upah kerja (ujrah al-amal) 
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d) Tenaga yang dicurahkan saat bekerja (al-juhd alladziy 
yubdzalu fii al-amal). 
6. Kewajiban dan Hak Para Pihak 
Perjanjian, termasuk akad sewa-menyewa / ijarah menimbulkan 
hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan 
kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa: 
a. Pihak pemilik obyek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang 
menyewakan :  
a) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si 
penyewa. 
b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga 
barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang 
dimaksudkan. 
c) Memberikan si penyewa kenikmatan / manfaat atas barang 
yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-
menyewa. 
d) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang 
yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang. 
e) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang 
telah diperjanjikan. 
f) Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa 
sewa. 
b. Pihak penyewa 
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a) Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak 
rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan 
pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika 
tidak ada seuatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan 
yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan. 
b) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. 
c) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya. 
d) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang 
yang disewa. 
e) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama 
memanfaatkan barang yang disewa.
18
 
7. Jenis Barang atau Jasa yang dapat Disewakan 
a. Barang modal berupa asset tetap, misalnya berupa bangunan, 
gedung, kantor, ruko dan lain-lain. 
b. Barang-barang produksi berupa mesin, alat-alat berat, dan lain-
lain. 
c. Barang kendaraan transportasi, misalnya transportasi darat, laut 
dan udara. 
d. Jasa untuk membayar ongkos dapat berupa: uang sekolah/ kuliah, 
tenaga kerja, hotel dan transportasi.
19
 
                                                             
18 Abdul Rahman Ghazaly, dkk... hlm. 283. 
19 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan. (Jakarta: PT.Raja 
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8. Jenis-jenis sewa-menyewa 
Dilihat dari segi objeknya, sewa-menyewa (ijarah) dapat dibagi 
menjadi dua jenis, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang 
bersifat pekerjaan (jasa). Sewa-menyewa yang bersifat manfaat, 
misalnya sewa-menyewa tanah , rumah, dll. Sewa-menyewa yang 
bersifat pekerjaan (Jasa), ialah dengan cara mempekerjakan seseorang 
untuk melakukan suatu pekerjaan. Sewa-menyewa semacam ini 
menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, 
seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang sepatu.
19
 
9. Pembatalan dan berakhirnya Sewa-Menyewa 
Hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian sewa-
menyewa, antara lain: 
a. Terjadinya kerusakan atau salah peruntukan barang sewaan. 
Maksudnya apabila terjadi kerusakan pada barang yang 
menjadi objek sewa ketika barang tersebut berada ditangan 
penyewa (musta‟jir) yang mana kerusakan itu disebabkan 
kelalaian penyewa itu sendiri, maka akad sewa batal. 
Demikian pula penggunaan barang tidak sesuai dengan 
peruntukannya. 
b. Rusaknya barang yang disewakan, yaitu ketika barang yang 
menjadi objek sewa-menyewa mengalami kerusakan atau 
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 Indri, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis,Nabi), (Jakarta: Kencana, 2015), 
hlm. 241 
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musnah, sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan 
perjanjian. 
c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alayh). 
Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan 
sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan 
rusaknya atau musnahnya barang maka akad tidak mungkin 
terpenuhi lagi. 
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Dalam hal ini, yang 
dimaksud adalah apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-
menyewa tersebut telah berakhir sesuai dengan ketentuan 
yang telah disepakati.
20
 
Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya „udzur juga 
merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-
menyewa, sekalipun udzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. 
Yang dimaksud „udzur ialah suatu halangan sehingga menyebabkan 
perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. Udzur yang dapat membatalkan perjanjian 
sewa-menyewa adalah apabila objek sewa-menyewa tersebut 
mengandung cacat atau hilangnya manfaat dari barang yang disewakan, 
seperti kebakaran dan dilanda banjir.
21
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Selanjutnya Abu Hanifah, ada lima hal yang menyebabkan batal 
(fasakh) nya sewa-menyewa. Pertama, bila salah satu pihak mempunyai 
hak khiyar syarat. Misalnya apabila seseorang menyewa sebuah rumah 
dan dia mendapatkan hak khiyar untuk melanjutkan atau tidak selama 
tiga hari, maka ia bisa membatalkan akad sewa-menyewa sebelum 
waktunya habis dengan syarat orang yang memiliki rumah mengetahui. 
Akan tetapi, apabila orang yang memiliki barang itu tidak mengetahui 
terjadinya pembatalan dalam masa khiyar, maka akad sewa-menyewa 
tidak batal. Kedua, adanya khiyar ru‟yah, misalnya apabila seseorang 
menyewa tanah untuk ditanami, kemudian orang tersebut melihat tanah 
yang lainnya, maka baginya punya hak untuk membatalkan. Ketiga, 
adanya khiyar „aib (cacat) misalnya seseorang yang menyewa rumah 
atau kendaraan yang terdapat cacat. Keempat, terdapat „uzur bagi 
pemilik barang yang terpaksa menjual barang yang disewakannya. 
Kelima, berakhirnya perjanjian sewa-menyewa. Dengan berakhirnya 
jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka 
dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat 
sebelumnya telah berakhir. Dan dengan demikian, tidak diperlukan lagi 
suatu perbuatan hokum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa.
22
 
Akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal berikut ini : 
a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini 
menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur 
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ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh 
atau berakhirnya akad ijarah. Hal tersebut dikarenakan ijarah 
merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana 
musta‟jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan 
sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bias 
berpindah kepada ahli waris. 
b. Iqalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini 
karena ijarah adalah akad mu‟awadhah (tukar menukar), harta 
dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan 
pembatalan (iqalah) seperti halnya jual beli. 
c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak 
mungkin untuk diteruskan. 
d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya sewa 
tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis 
tanaman belum bias dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap 
belum selesai.
23
 
C. Gharar 
1. Pengertian Gharar 
Dalam bahasa arab garar adalah al-khatr, pertaruhan, majmul al-
aqibah, tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai al-
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mukhatarah, pertaruhan dan dan al-jahalah, ketidakjelasan.
24
 Maksud 
al-gharar ialah “Ketidakpastian”. Maksud ketidakpastian dalam 
transaksi muamalah ialah, “Terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan 
oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan 
serta penganiayaan kepada pihak yang lain.”25 
Menurut madzab Syafi‟i, garar adalah segala sesuatu yang 
akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat 
memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang 
menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa garar adalah sesuatu 
yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada 
ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di 
tangkap meskipun kuda tersebuit wujudnya ada dan kelihatan.
26
 
Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa garar adalah suatu akad 
yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau 
tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu 
Taimiyah yang memandang garar dari segi adanya ketidakpastian akibat 
yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat garar dari 
segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang 
menjadi objek akad tersebut.
27
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Menurut ahli fikih, garar adalah sifat dalam muamalah yang dapat 
menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al-„aqibah). 
Secara operasioonal, garar diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi 
tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi 
baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang 
sehingga pihak kedua dirugikan. Garar ini terjadi bila mengubah 
sesuatu yang pasti menjdi tidak pasti.
28
 
2. Hukum Gharar 
Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi 
garar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ 
hak milik orang lain dengan cara tidak dibenarkan (bathil). Menurut 
Ibnu Taimiyah di dalam garar terdapat unsur memakan harta orang lain 
dengan cara bathil
29
. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada 
firman Allah Swt, yaitu: 
  ُكْأَِتل ِماَّكُْلْا َلِإ َاِبِ اوُلُْدتَو ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكْأَت َلََو ِلاَوَْمأ ْنِم اًقِيرَف اوُل
 َنوُمَلْع َت ْمُت َْنأَو ِْثْ ِْلِْاب ِساَّنلا 
Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta 
sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 
supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda 
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orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188).30 
 
D. Perlindungan Konsumen 
Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Perlindungan Konsumen adalah 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen. Dalam Penjelasan Undang-Undang  Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, Perlindungan 
Konsumen dilakukan berdasarkan 5 (Lima) asas yang relevan dengan 
pembangunan nasional, yaitu: 
1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 
dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajiban secara adil. 
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan 
pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 
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4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.  
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha 
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan 
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara 
menjamin kepastian hukum. 
Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen dalam Pasal 3 menguraikan mengenai  
tujuan dari Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu: 
1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri. 
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negative pemakaian 
barang dan/atau jasa. 
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menuntut hak-hak nya sebagai 
konsumen. 
4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang 
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan 
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 
40 
 
 
 
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh 
sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang 
menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau 
jasa, kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
31
 
Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa 
konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Hak dan kewajiban yang 
timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, 
sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. 
Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai 
suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan 
mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang 
bersangkutan merasa aman.
32
  
b. Hak-hak konsumen 
Diatur dalam Pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa : 
a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
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b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan. 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif. 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.
33
 
2. Kewajiban Konsumen 
Dalam pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, yaitu: 
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1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan 
dan keselamatan. 
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan 
atau jasa. 
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hokum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut.
34
 
Biasanya pihak pelaku usaha dapat mengkesampingkan hak-hak 
konsumen dengan mencantumkan klausula baku. Pencantuman 
klausula baku diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPk yang menyatakan 
bahwa,”Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian apabila: 
a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. 
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 
kembali barang yang dibeli konsumen. 
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 
uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh 
konsumen. 
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d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku 
usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang 
yang dibeli secara angsuran. 
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang 
atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen. 
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat 
jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi 
obyek jual beli jasa. 
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau pengubahan 
lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam 
masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
h. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada pelaku 
usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan 
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
35
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BAB III 
MEKANISME PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN 
BARANG DI PT.SURYAGITA NUSARAYA CABANG KLATEN 
A. Gambaran Umum PT.Suryagita Nusaraya (SN Cargo) Klaten 
1. Latar Belakang 
PT. Suryagita Nusaraya yang kemudian lebih dikenal dengan PT. 
SN didirikan pada bulan April 1994 di Balikpapan, Kalimantan Timur 
oleh Bpk. Alvin Lukito sebagai chairman dan Bpk. Bambang 
Soediyatmoko sebagai CEO. PT Suryagita Nusaraya adalah 
perusahaan Indonesia yang independen dan swasta, memiliki jaringan 
di seluruh dunia dan menawarkan layanan yang luas. PT. Suryagita 
Nusaraya (SN) pada awalnya hanya bergerak di bidang Kargo dari 
kantor pusat ke semua tujuan domestik di Indonesia. Setelah beberapa 
tahun, pihak manajemen mulai untuk mengembangkan perusahaan 
dengan tujuan untuk memenuhi secara penuh kepuasan dan kebutuhan 
konsumen.
1
 
Sekarang ini, PT. Suryagita Nusaraya (SN) memiliki 200 pekerja 
dan staf pada sembilan (9) lokasi di Indonesia dan Balikpapan sebagai 
kantor pusat, diikuti oleh Jakarta (DKI Jakarta), Surabaya (Jawa 
Timur), Batam, Makassar (Sulawesi Selatan), Denpasar (Bali), 
Manado (Sulawesi Utara), Banjarmasin (Kalimantan), dan Tarakan 
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sebagai kantor cabang. Sejak tahun 2002, PT. Suryagita Nusaraya 
dipercayakan pada penanganan pergudangan internasional di Bandara 
Sepinggan Balikpapan. PT. Suryagita Nusaraya (SN) juga didukung 
oleh jaringan kargo luar negeri atas kerjasama yang saling 
menguntungkan yang menghasilkan penampilan penanganan yang 
sangat memuaskan.
2
 
PT. Suryagita Nusaraya telah didukung penuh oleh 31 cabang 
sendiri di Indonesia, yaitu salah satunya PT.Suryagita Nusaraya (SN 
Cargo) Klaten. Awal mulanya di jawa tengah SN Cargo itu hanya 
terdapat di Yogyakarta saja. Namun semakin berjalannya waktu dan 
progress nya semakin bagus pula, maka berdirilah anak cabang, yaitu 
di semarang, magelang, pekalongan, solo dan klaten. Salah satunya 
yaitu anak cabang SN Cargo Klaten. Pada SN Cargo Klaten dibawah 
kepemimpinan Bapak Alviano. Beliau  mendirikan SN Cargo Klaten 
sejak tahun 2015, yaitu sekitar 4 tahun yang lalu. Awalnya 
beralamatkan di Jl. Diponegoro Nomor 2, Jetak Kidul, Karanganom, 
Klaten Utara, Kab. Klaten dan sekarang beralamatkan di Jl. Jogja-Solo 
No.12 km.05, Cantelan, Belang Wetan, Klaten Utara , Kab.Klaten. SN 
Cargo Klaten buka setiap hari senin sampai sabtu jam 08.30-19.00 
WIB, minggu dan tanggal merah libur.
3
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2. Jenis-jenis Produk dan Layanan Pengiriman PT. Suryagita 
Nusaraya (SN Cargo) Klaten 
Produk yang ditawarkan oleh SN Cargo Klaten ini diantaranya ada 
tiga (3), yaitu: 
1. Door to door 
Atau bisa disebut dengan pengiriman barang via darat. 
Pengiriman ini biasanya untuk barang-barang berukuran sedang 
atau kecil, yaitu dengan system sewa truck untuk area Jawa, 
Bali, dan Sumatera. 
2. Port to port 
Atau bisa disebut juga pengiriman barang yang dilakukan 
melalui jalur udara yaitu menggunakan pesawat terbang. 
Pengiriman ini mengutamakan kecepatan dalam hal waktu 
pengiriman dan volume tidak terlalu besar. Pada pengiriman ini 
seluruh kota besar di Indonesia dapat menggunakannya. 
3. Via laut 
Atau bisa disebut juga pengiriman barang yang dilakukan 
melalui jalur laut, yaitu menggunakan kapal. Yaitu biasanya 
pengiriman untuk barang-barang berukuran besar, partai besar, 
kendaraan, alat berat serta barang yang tidak bisa termuat via 
pesawat, contohnya cairan.
4
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Ada beberapa jenis layanan yang diberikan oleh SN Cargo, yaitu 
meliputi: 
1. Pengangkutan Udara baik Domestik maupun Internasional. 
2. Pengangkutan Laut baik Domestik maupun Internasional. 
3. Pergudangan Internasional 
4. Transportasi Darat 
5. Perijinan Bea masuk dan keluar 
6. Project Forwarding.5 
Pelayanan-pelayanan ini meliputi setiap aspek dari transportasi 
domestik dan internasional dengan melakukan hubungan yang sangat 
baik dengan perusahaan penerbangan, perusahaan penerbangan lokal 
dan perusahaan penerbangan luar negeri yang beroperasi di Indonesia. 
Dalam pelayanan pengangkutan udara baik domestik maupun 
internasional, PT. Suryagita Nusaraya bekerja sama dengan beberapa 
maskapai penerbangan, baik maskapai penerbangan internasional 
maupun maskapai penerbangan domestik.
6
 
Untuk maskapai penerbangan Internasional meliputi, antara lain: 
1. Garuda Indonesia Airlines 
2. Qatar Air 
3. Air India 
4. MNA 
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5. LION Air 
6. Star Air 
Maskapai penerbangan Domestik, meliputi antara lain adalah: 
1. Garuda Indonesia Airlines 
2. Merpati Nusantara 
3. Mandala Airlines 
4. Bouraq Airlines 
5. Lion Air 
6. Pelita Air 
7. RPX (Pesawat khusus cargo)7 
3. Visi & Misi PT.Suryagita Nusantara (SN Cargo) Klaten 
a. Visi : Menjadi mitra pengangkutan dan logistik yang paling 
bernilai di mata klien dan memberikan solusi. 
b. Misi : fokus pada pengiriman barang internasional, transportasi, 
logistik dan solusi kilat dalam pengiriman.
8
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4. Struktur Organisasi PT.Suryagita Nusantara (SN Cargo) Klaten 
Gambar 1.1 Struktur organisasi perusahaan.
9
 
 
Untuk tugas dari masing-masing jabatan, diantaranya: 
1. Direktur Wacab (Wakil cabang) 
a. Sebagai pemimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-
kebijakan perusahaan. 
b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan 
c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan. 
d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 
perusahaan. 
2. Supervisor 
a. Mengatur Staf bawahan, yaitu sebagai jembatan antara manajer 
dan staf pelaksana. 
                                                             
9
 Yanto Nugroho, Supervisor, Wawancara, Klaten 23 September 2019, jam 13.00-14.00 
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b. Menjembatani antara perencanaan yang dibuat direktur kepada 
staf bawahannya. 
c. Melakukan briefing atau pengarahan ke staf bawahan. 
3. Operasional 
a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh 
pelaksanaan operasional perusahaan. 
b. Membuat strategi dalam pemenuhan target perusahaan. 
4. Driver 
Yaitu mengirimkan paket-paket input maupun outbond. 
Maksudnya mengirim paket ke pusat atau mengirim paket dengan 
tujuan paket tersebut. 
B. Pelaksanaan Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di 
PT.Suryagita Nusantara (SN Cargo) Klaten 
Usaha jasa pengiriman barang mempunyai peran penting bagi 
kehidupan manusia di era modern ini karena pada jaman sekarang ini semua 
serba online dan pengusaha-pengusaha Onlineshop sekarang inipun sudah 
menjamur, termasuk di klaten. Dengan banyaknya onlineshop kesempatan 
para pengusaha Jasa pengiriman barang berlomba-lomba dengan melakukan 
strategi-strategi nya supaya banyak pelanggan yang tertarik. Tidak lain hal 
nya  pada SN Cargo Klaten melakukan strategi dalam berbisnis nya dengan 
menetapkan harga murah namun menetapkan batas berat minimum dalam 
penimbangannya. 
51 
 
 
 
Sebelum dikemukakan sistem pembulatan timbangan yang dilakukan 
oleh SN Cargo Klaten, maka terlebih dahulu mengetahui tentang tarif. 
Untuk mengetahui tarif yang ditetapkan oleh SN Cargo setiap daerah 
berbeda-beda tergantung jarah jauh dekatnya tujuan. Untuk mengetahui tarif 
pada SN Cargo sendiri kita bisa Whatsapps / telpon atau bisa juga dengan 
datang langsung ke konter terdekat karena tarif dapat berubah sewaktu-
waktu maka pihak SN Cargo memilih untuk tidak dipasang di website. 
10
 
Dalam penghitungan berat barang yang akan dikirim untuk 
menentukan tarif dari barang tersebut, maka pihak PT. Suryagita Nusaraya 
terdapat dua sistem yaitu: sistem progresif dan sistem Volumetrik. 
1. Pembulatan sistem progresif 
 Yang dimaksud penghitungan progresif  disini  adalah penghitungan 
berdasarkan berat paket barang. jadi semakin berat barang tersebut 
maka ongkos kirimnya akan makin besar. Dalam penghitungannya 
menurut Bapak Yanto yang berkedudukan sebagai Supervisor SN 
Cargo Klaten bahwa apabila barang yang akan dikirim tersebut 
ditimbang kurang dari 10 kg maka akan dibulatkan menjadi 10 kg, 
karena di SN Cargo ini menetapkan aturan dalam penimbangan dengan 
berat minimum 10 kg. Dan jika ditimbang melebihi 10,10 kg maka akan 
dibulatkan menjadi 11 kg.
11
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Berat Pembulatan 
< 10 kg 10 kg 
≤10,10 kg 10 kg 
≥10,10 kg 11 kg 
 Dst 
Tabel 1.1 
Nilai pembulatan dalam sistem progresif 
2. Pembulatan sistem volumetrik 
Yang dimaksud pembulatan sistem volumetrik adalah apabila 
barang tersebut besar tetapi tidak sesuai antara berat dan besarnya maka 
menggunakan hitungan volume dari barang tersebut, yaitu dengan 
mengukur (panjang, lebar dan tinggi) barang yang akan dikirim dengan 
rumus  
      
    
     , dengan ketentuan jika barang dengan volume 
besar dibanding dengan beratnya, misalnya paket yang berbentuk Spon, 
yaitu volume lebih besar daripada perhitungan penimbangannya.
12
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Table. 2 : Perhitungan berdasarkan Volumetrik. 
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Misalkan saja jika panjang paket barang 39 cm, lebar barang 42 
cm dan tinggi barang 37 cm, maka perhitungannya 
         
    
        
yaitu 
                     
    
                 Karena hasil dari 
perhitungan tersebut 10,101 kg dan lebih dari 10,1 kg, maka 
ukurannya dihitung menjadi 11kg, meskipun berat dari barang 
tersebut kurang dari 11kg. 
Hasil perhitungan diatas, apabila hasilnya kurang dari 10,1 kg ( 
kebawah) maka mengikuti system progresif, tetapi jika hasil 
perhitungan lebih dari 10,1kg mengikuti sistem Volumetrik. Dengan 
demikian dalam perhitungan ini pihak SN Cargo tidak ada konsistensi 
karena hanya menghitung dari apa yang dilihat. 
Dari kedua cara perhitungan tersebut masih menggunakan 
pembulatan. Jika berat barang yang telah dihitung melalui rumus 
mencapai 0,1 maka sudah masuk pembulatan berikutnya. 
Menggunakan sistem volumetrik ini tarif dapat melebihi berat paket 
yang sebenarnya. Dengan adanya sistem volumetrik tersebut pastilah 
banyak konsumen yang protes apabila diberlakukan sistem 
volumetrik, karena ia merasa harus membayar lebih mahal. 
 Ada beberapa sebab berlipatnya tarif di SN Cargo, yaitu 
diantaranya; makin berat paket barang maka tarif akan makin mahal, 
makin jauh tujuan paket maka tarif akan makin mahal, dan jenis 
layanan yang digunakan pun juga mempengaruhi tarif. Jenis layanan 
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yang disediakan SN Cargo ada 3 pilihan, diantaranya Door to Door, 
Port to Port dan via laut. Dari ketiga pilihan tersebut pastilah berbeda 
sistemnya. Yang membedakan adalah jangka waktu sampainya 
barang, murah mahalnya tarif tersebut dan Jenis transportasi yang 
digunakan untuk mengirim.
13
  
Dua perhitungan diatas (Berat dan Volume), menggunakan sistem 
perhitungan yang berbeda, namun sama dalam hal pembulatannya, 
pihak SN Cargo Cabang Klaten menyebutkan alasan utama adanya 
pembulataan per-10 kg karena sudah menjadi ketentuaan SOP 
(Standart Operasional Perusahaan) yang telah ditetapkan oleh SN 
Cargo cabang Klaten dan juga merupakan ketentuan dari pihak 
armada yang bekerja sama dengan SN Cargo tersebut. Dan tarif yang 
sudah ditentukan oleh pihak SN Cargo sudah merupakan harga PPN. 
Tetapi pada praktiknya, yaitu pada saat pengiriman barang pihak SN 
Cargo tidak memberi informasi kepada konsumen terkait pembulatan 
timbangan tersebut. Menurutnya pembulatan tersebut sudah menjadi 
ketentuan umum jasa pengiriman barang.
14
 
Dalam transaksinya pelanggan yang datang membawa paket / 
barang nya, kemudian diberikan kepada pihak SN Cargo Klaten, dari 
pihak SN Cargo Klaten mengecek kondisi paket terlebih dahulu, jika 
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 Ibid,. 
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 Heri mardiyanto, Karyawan, Wawancara Pribadi, 23 September 2019, jam 13.00-14.00 
WIB. 
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packing paket kurang maka pihak SN Cargo Klaten menawarkan 
biaya packing 10 ribu yaitu dengan menambahkan karung dan atau 
kayu. Kemudian menimbang barangnya (kecuali dokumen) yang telah 
disediakan, setelah itu pihak SN Cargo Klaten memberitahu informasi 
berat paket barang (dibulatkan) kemudian konsumen memilih servis 
apa yang akan diinginkan untuk mengirim barangnya, setelah memilih 
salah satu dari beberapa servis tersebut, konsumen membayar ongkos 
kirim yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan wilayah pengiriman 
dan hasil timbangan tersebut. Tarif atau harga yang ditentukan oleh 
pihak SN Cargo ialah perhitungan per-10 kg. pada proses 
penimbangannya konsumen tidak diberitahu detail berat aslinya 
berapa. Mereka memberitahu langsung dibulatkan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Supervisor SN Cargo 
Klaten, Beliau menjelaskan penetapan  tarif atau upah yang ditetapkan 
oleh SN Cargo sebenarnya sama saja dengan jasa pengiriman barang 
lainnya yang tidak menggunakan batas minimum  misalnya pada JNE, 
TIKI, J&T,dll , hanya saja yang tidak menggunakan batas berat 
minimum lebih mahal harga/tarif yang dipasang per kg nya. Berbeda 
dengan SN Cargo yang memasang harga per kg nya murah tetapi ada 
batas berat minimumnya. Maka batas minimum ini merupakan strategi 
pemasaran karena biasanya konsumen itu cenderung melihat tarif 
terlebih dahulu, mereka hanya melihat dari harga satuannya saja.  
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Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa konsumen 
SN Cargo cabang Klaten guna memperoleh informasi, diantaranya : 
Dhuri Attun Wasi‟ah, umur 28 tahun, penjual pakaian Online, 
menurutnya : “Sebagai pengguna Jasa si SN Cargo cabang Klaten, 
Saya sudah lumayan lama berlangganan disini mbk, sekitar setengah 
tahunan, biasanya saya mengirim paket dengan berat paket lebih dari 
5 kg an, jadi saya carikan jasa pengiriman yang tarif nya murah dan 
kebetulan di SN Cargo ini tarif per-kg nya murah namun ada batas 
minimum berat pembulatannya. Praktik yang dilakukan tersebut saya 
kurang setuju jika pembulatan timbangannya per-10kg. Karena jika 
paket saya hanya 5 kg dan dihitung menjadi 10kg akan 
penguntungkan pihak SN Cargo dan merugikan saya. Kan lumayan 
mbk ongkos 5 kg lainnya buat ongkos saya yang packing dan biaya 
pengantaran kesini. Dan praktik penimbangan barang pun saya 
sebagai konsumen juga tidak pernah diberitahu tentang detail berat 
yang sebenarnya. Biasanya langsung di beri resi dan memberitahu 
tarif nya (pembulatan).”15 
Fita Nur Aisyah, umur 22 tahun, penjual perabotan rumah tangga, 
menurutnya: “Kebetulan saya baru 2 kali ini mengirim barang disini 
karena saya juga baru memulai usaha saya sekitar 3bulan ini mbak. 
Barang yang saya kirim disini biasanya yang bervolume besar mbk. 
                                                             
15
 Dhuriattun Wasi‟ah, Konsumen SN Cargo, Wawancara Pribadi, 26 September 2019, jam 
14.00-14.30 WIB. 
57 
 
 
 
Seperti almari plastic, keranjang, dll. saya mengirim menggunakan 
jasa pengiriman ini ya karena permintaan dari pembeli. Dan tanggapan 
saya tentang pembulatan disini yaitu sebelumnya sudah saya beritahu 
kalau tarif disini dihitung dengan pembulatan per-10 kg dan pembeli 
saya juga tidak mempermasalahkannya.”16 
Azzahra, umur 19 tahun seorang pegawai toko di Toko hijab 
Klaten, yang merupakan pelanggan SN Cargo, menurutnya: “Biasanya 
jika ada orderan online yang jumlahnya banyak, customer memilih 
sendiri untuk dikirim menggunakan jasa pengiriman Cargo. Nah 
kemudian saya tawarkan di SN Cargo karena selain kantor cabangnya 
yang dekat di SN Cargo biasa barang saya titipkan dan untuk ongkir 
biasa pemilik toko yang mentransfernya. Untuk pembulatan batas 
berat minimumnya saya pribadi sudah mengetahui nya, tetapi untuk 
konsumen yang order dikirim kadang tdak mengetahuinya. Jadi 
kadang saya jelaskan terlebih dahulu kepada konsumen.”17 
Ayu Afrida, umur 24 tahun seorang karyawan swasta yang 
kebetulan mengambil paket di SN Cargo berupa dokumen, 
menurutnya: “Saya mengambil paket berupa dokumen kiriman dari 
                                                             
16
 Fita Nur Aisyah, konsumen SN Cargo, Wawancara Pribadi,  26 Sseptember 2019, jam 
16.00-16.30 WIB. 
17
 Azzahra, Konsumen SN Cargo, Wawancara Pribadi, 27 September 2019, jam 13.00-
13.30 WIB. 
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ibu saya yang ada di Kalimantan. Untuk soal pembulatan saya tidak 
tahu mbak karena saya juga tidak pernah mengirim barang disini.”18 
Menurut informasi yang penulis dapatkan dari wawancara kepada 
beberapa konsumen SN Cargo cabang klaten mengenai pembulatan 
yang diterapkan oleh SN Cargo sebagian konsumen ada yang 
mengetahui dan sebagian pula ada yang belum mengetahuinya. Dan 
juga Jasa Pengiriman barang di SN Cargo cabang Klaten dalam 
praktik penimbangan paket mereka mematok tarif / harga dengan 
pembulatan per-10 kg dengan tidak memberitahu detail berat yang 
sesungguhnya. 
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 Ayu Afrida, konsumen SN Cargo, Wawancara Pribadi, 23 September 2019, jam 14.00-
14.30 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PEMBULATAN 
TIMBANGAN DI PT.SURYAGITA NUSARAYA CABANG KLATEN 
 
A. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa 
Pengiriman Barang dilakukan oleh PT.Suryagita Nusaraya (SN Cargo) 
Klaten 
Dalam jasa pengiriman barang di SN Cargo sangat erat kaitannya 
dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam hal pengiriman barang. 
Maka dalam hal ini dapat di analisis berdasarkan Fiqh Muamalah 
menggunakan akad ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk 
memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang 
lain dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad pngalihan hak 
manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti 
dengan pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi Ijarah 
didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat.
1
 
Melihat dari praktik perusahaan PT.Suryagita Nusaraya (SN Cargo) 
cabang Klaten sangat berkaitan dengan jasa (ijarah) yang mana 
diperbolehkan praktik jasa tersebut. Namun pada realitanya, pelaksanaan 
akad ijarah pada SN Cargo Klaten menggunakan sistem pembulatan 
                                                             
1
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 150. 
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timbangan yang mana tidak diperbolehkan oleh Fiqh Muamalah. Ada 
beberapa alasan mengapa sistem pembulatan SN Cargo Klaten tidak 
dibenarkan, diantaranya: 
1. Dilihat dari prinsip muamalah 
Prinsip muamalah adalah boleh / mubah selama tidak ada dalil 
yang melarang. Namun kegiatan muamalah yang dilakukan oleh PT. 
Suryagita Nusaraya (SN Cargo) cabang Klaten yang menggunakan 
sistem pembulatan timbangan yang mana bertentangan pada dalil Al-
Qur‟an Surat al-A‟raf ayat 85: 
 َلإَو  َنَيْدَم  ْمُىاَخَا  ًابْيَعُش  َاق َل  َاي  ْو َق  ِم  ُدُبْعا و ا  َللا  َام  ْمُكَل  ْنِم  َر  ْمُكَّب  ْوَاَف اوُف  َلْيُكْلا 
 َزيِمْلاَو ا  َن  َو  َلَ  ُدِسْف ُت و ا  فِ ا لْ  ْر  ِض  َدْع َب  ِا لآللْص  َاهِح  ْمُكِلاَذ  ٌرْ يَخ  ْمُكَل  ْنإ 
 ْمُتْنُك  ْؤُم  َْيِنِم  
Artinya : “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan 
saudara mereka, Syu‟aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, 
sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah 
datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka 
sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu 
kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, 
dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah 
Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika 
betul-betul kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-A‟raf Ayat 
85).
2
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 Departemen Agama, Syaamil Quran Bukhara Al Qur‟an Tajwid dan Terjemahan, 
(Jakarta: Lajnah Pentashihsn Mushaf Al-Qur‟an, 2007). 
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Bahwa dalil ini adalah perintah berlaku adil saat menimbang atau 
menakar. Dari sini terlihat SN Cargo Klaten memberikan timbangan 
yang menguntungkan pihaknya sendiri, yang mana ia sebagai pihak 
kuat (perusahaan) bebas menentukan aturan pembulatan timbangan 
sendiri, sedangkan konsumen sebagai pihak yang lemah tidak 
mempunyai pilihan lain. Padahal dalam Islam dianjurkan untuk 
bersikap adil dan tidak mengeksploitasi salah satu pihak. Bahkan 
menurut Sayyid Sabiq dianjurkan untuk melebihkan timbangan saat jual 
beli. 
3
 
Selain itu dalam al-Qur‟an pembulatan timbangan ini juga 
mengandung unsur gharar (penipuan), karena salah satu macam 
penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-qur‟an 
menganggap penting masalah ini sebagai salah satu dari muamalah, 
dan hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 
188: 
 ِساَّنلا  ِلاَوَْمأ ْنِم اًقِيرَف اوُلُكْأَِتل ِماَُّكْلْا َلِإ َاِبِ اوُلُْدتَو ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكْأَت َلََو
 َنوُمَلْع َت ْمُت َْنأَو ِْثْ ِْلِْاب 
Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta 
sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya 
kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu 
                                                             
3
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, (Bandung: Al-ma‟rif, 1988), hlm. 74. 
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dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-
Baqarah: 188).
4
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jika dilihat dari akad ijarah 
Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang SN Cargo cabang Klaten ini 
dapat dianalisis menggunakanakad ijarah berupa rukun dan syarat nya 
yaitu: 
1)  Orang yang berakad yaitu antara konsumen dengan pihak SN 
Cargo, konsumen sebagai mu‟jir dan SN Cargo sebagai 
musta‟jir. Kedua pihak tersebut sudah aqhil dan baligh, dan 
sudah terdiri dari dua orang atau lebih. 
2) Sesuatu yang disewakan atau objek, disyaratkan kekal ain-
nya sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Pada 
praktik ini yang menjadi objek ijarah adalah manfaat atau 
jasa tenaga kerja seseorang dalam mengirimkan barang. 
3) Adanya upah, disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak, 
baik jenis atau sifatnya kalau ujrah itu dalam pengakuan. 
Dalam hal ini konsumen memberikan upah kepada SN Cargo 
untuk mengirim paket. 
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4) Adanya manfaat. Pada praktik ini konsumen mengambil 
manfaat dari pihak SN Cargo untuk mengirim paket yang 
dibawanya. 
5) Sighat ijab qabul yaitu pernyataan kalimat akad yang 
lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan Kabul.  
Disini kedua belah pihak melakukan ijab dan Kabul pada 
awal transaksi di SN Cargo tersebut. 
6) Ma‟qud bih (barang yang menjadi objek), bahwa yang 
menjadi objek harus barang yang halal, dan hal ini tergantung 
tiap-tiap konsumen yang akan mengirim barang apa yang 
dikirim. 
Dari analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi 
tersebut jika ditinjau dari fiqh muamalah mengandung gharar karena 
pihak SN Cargo cabang klaten tidak transparan dalam memberikan 
informasi mengenai berat barang sesungguhnya. Namun jika ditinjau 
berdasarkan akad ijarah maka sudah memenuhi rukun dan syarat nya. 
 
B. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap 
Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang dilakukan oleh 
PT.Suryagita Nusaraya (SN Cargo) Klaten 
Konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada 
posisi yang lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha, hal tersebut 
menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap sangat penting. 
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Salah satu factor utama yang menyebabkan lemahnya kedudukan 
konsumen adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen mengenai 
hak-haknya. Factor lain yang menempatkan konsumen dalam posisi yang 
lemah adalah karena kurangnya pengetahuan konsumen. 
Seorang pelaku usaha harusnya memberikan yang terbaik bagi 
konsumennya. Namun, dalam praktik jasa pengiriman barang di SN Cargo 
cabang klaten ini melanggar pasal 7 huruf b yaitu “Memberikan informasi 
yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan.”5 yaitu pihak SN Cargo cabang klaten tidak transparan 
dalam memberikan informasi kepada konsumennya mengenai detai berat 
yang sesungguhnya. Sehingga menimbulkan kecurangan dan ketidakadilan 
pada konsumen. Biasanya konsumen yang merasa dirugikan adalah 
konsumen baru yang tidak tahu mengenai system yang ditetapkan di SN 
Cargo ini. 
Didalam Undang-Undang perlindungan konsumen juga dijelaskan 
mengenai hak-hak konsumen pada pasal 4 ayat 3 yaitu: “Hak atas 
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa.”6 Seharusnya konsumen dalam mengirim barang di 
SN Cargo ini mendapatkan haknya. 
                                                             
5
 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 7 huruf b. 
6
 ibid… pasal 4 ayat 3. 
65 
 
 
 
Kegiatan yang dilakukan oleh pihak SN Cargo cabang klaten yang 
tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 diatas hanya 
berlaku terhadap konsumen yang merasa dirugikan. Jika konsumen tidak 
merasa dirugikan maka kegiatan tersebut tidak terjadi masalah karena 
sama-sama mau. 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
C. Kesimpulan 
Berdasarkan pemaparan data dari hasil penelitian serta analisis 
pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, 
maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Mekanisme  pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di 
SN Cargo cabang Klaten yaitu terdapat 2 sistem, diantaranya: sistem 
progresif dan sistem volumetrik. Sistem progresif yaitu perhitungan 
berdasarkan berat paket barang. Sedangkan sistem volumetrik yaitu 
perhitungan  dengan diukur panjang, lebar dan tingginya barang. 
Barang dihitung dengan sistem volumetrik ini karena volume / besar 
nya paket melebihi beratnya paket tersebut. 
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2. Pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di SN Cargo 
cabang Klaten ini jika ditinjau dari Fiqh muamalah maka praktiknya 
termasuk akad ijarah yang objek transaksinya berupa tenaga seseorang. 
Dan sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun dalam 
transaksinya masih  mengandung gharar karena didalam praktik 
pembulatannya tidak transparan dalam memberikan informasi berat 
asli barang dan dianggap mengurangi takaran / timbangan. Dan jiika 
ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka pihak SN 
Cargo melanggar pasal 7 huruf b yang berbunyi “Memberikan 
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, 
perbaikan, dan pemeliharaan”. 
D. Saran  
Dari kesimpulan diatas, maka berikut saran yan dapat disampaikan: 
1. Diharapkan pihak SN Cargo untuk mempertimbangkan keseimbangan 
jika pengguna jasa mengirim barang dibawah berat minimum 
kemudian akan dihitung dengan pembulatan berat minimum. 
2. Diharapkan pihak SN Cargo cabang Klaten ini memberitahu berat 
barang yang sebenarnya secara langsung supaya tidak menimbulkan 
kecurigaan. 
3. Diharapkan pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur 
tentang penetapan tarif/harga jasa pengiriman barang secara detail 
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supaya dalam penetapan batas minimum pembulatan dan tarif yang 
ditetapkan antar perusahaan sama. 
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LAMPIRAN 1 
A. Daftar pertanyaan untuk Supervisor SN Cargo Klaten: 
1. Kapan mulai berdirinya SN Cargo cabang Klaten ini? 
2. Bagaimana sejarah berdirinya SN Cargo cabang klaten? 
3. Jenis-jenis produk / layanan apa saja yang ditawarkan oleh SN Cargo 
cabang Klaten ini ? 
4. Bagaimana proses transaksi pengiriman barang di SN Cargo cabang 
Klaten ini? 
5. Kenapa SN Cargo menetapkan pembulatan timbangan per-10 kg? 
6. Bagaimana struktur organisasi di SN Cargo cabang Klaten ini? 
7. Apa visi & misi di SN Cargo cabang Klaten ini ? 
B. Daftar pertanyaan untuk Karyawan SN Cargo cabang Klaten: 
1. Berapa banyak pengunjung tiap hari nya? 
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2. Biasanya pada hari apa paket bisa overload? 
3. Bagaimana cara konsumen mengetahui mengenai tarif/harga untuk 
mengirim paketnya? 
4. Apakah anda memberikan informasi tentang aturan pengiriman barang 
disini dengan perhitungan berat minimal 10kg? 
5. Apakah anda waktu melayani konsumen memberikan informasi tentang 
berat aslinya? 
6. Apakah selama ini ada complain dari konsumen mengenai aturan 
pembulatan tersebut? 
C. Daftar pertanyaan untuk para Konsumen SN Cargo cabang Klaten: 
1. Sudah berapa lama anda menjadi konsumen di SN Cargo  cabang Klaten? 
2. Bagaimana proses pengiriman barang di SN Cargo cabang Klaten? 
3. Apakah pihak SN Cargo cabang Klaten ini memberikan informasi 
tentang berat barang asli dan berat barang yang akan dikirim pada saat 
pengiriman? 
4. Apakah anda mengetahui tentang pembulatan timbangan yang dilakukan 
oleh SN Cargo Klaten? 
5. Apakah anda merasa rugi jika mengirimkan paket disini? 
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LAMPIRAN 2 
 
Gambar. 1 
Wawancara dengan Supervisor SN Cargo Klaten 
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Gambar.2 
Wawancara dengan Karyawan SN Cargo Klaten 
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Gambar.3 
Beberapa konsumen SN Cargo Klaten 
 
 
 
 
 
 
 
76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
1. Nama    : Syarifatul Fajriyah 
2. NIM   : 152 111 141 
3. Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 12 Desember 1996 
4. Jenis Kelamin   : Perempuan 
5. Alamat    : Semen Rt 03/ Rw 04, Meger, Ceper, Klaten 
6. Nama Ayah   : Suwanto 
7. Nama Ibu   : Sri Wwahyuni 
8. Riwayat Pendidikan 
a. MIM Meger, Ceper, Klaten lulus tahun 2009 
b. SMP N 3 Ceper, Klaten lulus tahun 2012 
c. SMA N 3 Klaten lulus tahun 2015 
d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2015 
77 
 
 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan yang sebenarnya. 
 
      Surakarta, 25 Oktober 2019 
 
        Penulis  
 
 
